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	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER XXXX XXXX/XXXX

	PROGRAM STUDI XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL

	

	Mata Kuliah
	:
	Hukum Pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang
	Kode MK
	:
	

	Mata Kuliah Prasyarat
	:
	-
	Bobot MK
	:
	

	Dosen Pengampu
	:
	Drs. BASUKI, SH, MH, CLA, CLI
	Kode Dosen
	:
	7364

	Alokasi Waktu
	:
	Tatap Muka 14x 100 Menit, Teoritis, Tidak ada praktik

	Capaian Pembelajaran
	:
	1. Mahasiswa memahami hakekat Hukum Pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri dari kriminalisasi perbuatan ke dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, penerapan prinsip mengenal nasabah/ pengguna jasa, pelapor (Penyedia Jasa Keuangan dan Pengedia Barang), PPATK, Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan, Hukum Acara dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang, Standar Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang, Feedback LHA dari PPATK ke Penyidik, Pengecualian penegakan TPPU, Pembuktian Terbalik dalam TPPU, dan menerapkannya dalam penulisan karya ilmiah.
2. Mahasiswa memahami prinsip-prinsip dan asas-asas pidana dan pidana TPPU, mahasiswa memahami filosofi pembentukan Undang-undang Anti Pencucian Uang, mahasiswa memahami pengaruh internasional dan nasional berdirinya lembaga PPATK, fungsi, tugas dan wewenangnya serta memahami karakteristik dalam Undang-undang Anti Pencucian Uang.

	
	
	

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	1

	Mahasiswa mampu mengetahui latar belakang pembentukan undang-undang anti money laundering Indonesia ditinjau dari pengaruh internasional.
	Pengantar : topik perkuliahan, sumber bacaan, sejarah internasional, pembentukan regulasi anti money laundering.
	1. Metode kontekstual instruction.
2. Media: kelas, komputer, LCD, White Board.
	1. Peter Liley, Dirty dealing: the untold truth about Global Money Laundering International Crime and Terrorism (Kogan, 2005) page 5-7.
2. Romli Atmasasmita: Hukum Kejahatan Bisnis, Teori dan Praktek di Era Globalisasi, Prenada Media Group, hal.52-53.
3. Yunus Husein: Bungarampai Anti Pencucian Uang, Books Terace and Library, Bandung, 2007, hal.2-5.
4. Yanti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017. Hal, 12
	Mejelaskan latar belakang Internasional yang mempengaruhi pembentukan undang-undang anti money laundering di Indonesia

	2

	Mahasiswa mampu mengetahui latar belakang pembentukan undang-undang anti money laundering Indonesia ditinjau dari pengaruh dalam negeri/ nasional.
	Pengantar : topik perkuliahan, sumber bacaan, penilaian, sejarah perkembangan nasional/ dalam negeri  yang mempengaruhi pembentukan undang-undang anti money laundering di Indonesia.
	1. Metode kontekstual instruction.
2. Media: kelas, komputer, LCD, White Board.
	1. Romli Atmasasmita: Hukum Kejahatan Bisnis, Teori dan Praktek di Era Globalisasi, Prenada Media Group, hal.59-62.
2. Yunus Husein: Bungarampai Anti Pencucian Uang, Books Terace and Library, Bandung, 2007, hal.18-23.
3. Yanti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017. Hal, 198-203
	Menjelaskan latar belakang Pembentuan undang-undang anti pencucian uang ditinjau dari pengaruh dalam negeri.

	3


	Mahasiswa mampu mengetahui pengertian-pengertian money laundering
	Pengantar :
Topik perkuliahan, sumber bacaa, penilaian, pengertian-pengertian money laundering dan pidana money laundering.
	1. Metode kontekstual instruction.
2. Media: kelas, komputer, LCD, White Board.
	1. Romli Atmasasmita: Hukum Kejahatan Bisnis, Teori dan Praktek di Era Globalisasi, Prenada Media Group, hal.52, 210.
2. Yunus Husein: Bungarampai Anti Pencucian Uang, Books Terace and Library, Bandung, 2007, hal. 4
3. Yanti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017. Hal, 15-21.
4. Undang-undang No.15 tahun 2002 pasal 1 ke-1, undang-undang no. 8 tahun 2010 pasal 1 ke-1.
5. Sarah N. Welling, Comment, Sumrfs, money laundering and the federal criminal law, 41Fla. L. Ref. 287,290 (1989).
6. Black’s Law Dictionary, 6th ed (west publishing 1990)
	Menjelaskan pengertian money launderin dan tindak pidana money leundering.

	4

	Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi kriminalisasi perbuatan perseorangan ataupun badan hukum yang dikriminalisasi dalam undang-undang money laundering.
	Pengertian kriminalisasi, perbuatan personal yang dikriminalisasi dalam undang-undang anti pencucian uang, harta kekayaan yang dikriminalisasi sebagai hasil tindak pidana pencucian uang, perbuatan korporasi yang masuk dalam kriminalisasi pada undang-undang anti pencucian uang.
	1. Metode kontekstual instruction.
2. Media: kelas, komputer, LCD, White Board.
	1. Romli Atmasasmita: Hukum Kejahatan Bisnis, Teori dan Praktek di Era Globalisasi, Prenada Media Group, hal.60-62
2. Yunus Husein: Bungarampai Anti Pencucian Uang, Books Terace and Library, Bandung, 2007, hal. 94-100
3. Yanti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017. Hal, 26-29.
4. Undang-undang No.15 tahun 2002 pasal 2 s/d pasal 17 a, undang-undang no. 8 tahun 2010 pasal 2 s/d pasal 16.
5. Lisa A. Barcod: Coment, Money Laundering: in International Challenge , Tul. J. int, l, vol. 3 (1995), page 421
	Menjelaskan kebijakan hukum pidana dalam mengkategorikan perbuatan perseorangan atau badan hukum termasuk para pejabat penyelenggaran penegakan atas pencegahan dan pemberantasan TPPU kedalam delik TPPU.

	5

	Mahasiswa mampu mengetahui dan mengerti kompetensi dan eksistensi lembaga keuangan internasional termasuk satuan penegak hukumnya bernama Financial Action Task Force (FATF) termasuk keputusan politik tentang 40 Rekomendasi FATF.
	Pengantar: topik perkuliahan, sumber bacaan, penilaian dan filosofi lahirnya rekomendasi FATF dan 40 jenis rekoendasi FATF
	1. Metode kontekstual instruction.
2. Media: kelas, komputer, LCD, White Board.
	1. Dokumen FATF tentang 40 Rekomendasi FATF
2. Yunus Husein: Bungarampai Anti Pencucian Uang, Books Terace and Library, Bandung, 2007, hal. 17-24, 47-48,
	Menjelaskan latar belakang filosofi pembentukan lembaga FATF dan FIU serta menjelaskan bentuk 40 rekomendasi FATF

	6

	Mahasiswa mampu mengetahui perkembangan undang-undang anti pencucian uang di Indonesia dari mulau undang-undang no. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang kemudian dirubah dengan undang-undang no. 25 tahun 2003 sampai dengan undang-undang no.8 tahun 2010 sebagai penggantian undang-undang sebelumnya.
	Pengantar: topik perkuliahan, sumber bacaan, penilaian dan perkembangan undang-undang anti money laundering di Indonesia.
	1. Metode kontekstual instruction.
2. Media: kelas, komputer, LCD, White Board.
	1. Yunus Husein: Bungarampai Anti Pencucian Uang, Books Terace and Library, Bandung, 2007, hal. 106-127.
2. Yanti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017. Hal, 31-35, 59-77.
3. Undang-undang No.15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.25 tahun 2003 dan telah diganti dengan, undang-undang no. 8 tahun 2010.
	Menjelaskan perkembangan undang-undang anti money laundering Indnonesia dari mulai undang-undang no.15 tahun 2002, undang-undang no.25 tahun 2003 dan undang-undang no.8 tahun 2010.

	7


	Mahasiswa mampu mengetahui dan mngerti ruang lingkup pencucian uang dan modus operandi tindak pidana pencucian uang.
	Pengantar: topik perkuliahan, sumber bacaan, penilaian dan ruang lingkup tindak pidana pencucian uang serta modus operandi kejahatan pencucian uang
	1. Metode kontekstual instruction.
2. Media: kelas, komputer, LCD, White Board
	1. Yunus Husein: Bungarampai Anti Pencucian Uang, Books Terace and Library, Bandung, 2007, hal. 5-8.
2. Yanti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017. Hal, 22-25
3. PPATK, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan UU No.8 tahun 2010, hal.3 dan 4.
4. Nicolas Clark “the impact of recent money laundering on financial intermediaries”, Dick. J. int,l. L, vol.14, hal. 470.
5. Daniel Mulligan, “Know Your Customer Regulation and The International Banking System: Towards A General Self Regulatory Regime”, Fordh. Int,l. l. j, vol 22, 1999, hal 23-30
6. Wire Transfer Laundering Dep,t of Justice Alert, vol. 2 (Nov.1992), hal.14
7. Peter E. Meltzer, “Keeping Drug Money From Reacing The Wash Cycle: A Guide To The Bank Sercecy Act” Banking, L. j, vol.108, (1991) hal 231.
	Menjelaskan ruanglingkup. Proses terjadinya kejahatan money laundering dan beberapa contoh modus operandi kejahatan money laundering.

	8


	Mahasiswa mampu mengetahui dan mengerti prinsip-prinsip know your customer principle dan prinsip-prinsip penerapan prinsip mengenal pengguna jasa.
	Pengantar: topik perkuliahan, sumber bacaan, penilaian dan ruang lingkup peraturan tentang prinsip mengena nasabah dan prinsip mengenal pengguna jasa serta penerapannya.
	1. Metode kontekstual instruction.
2. Media: kelas, komputer, LCD, White Board
	1. Yunus Husein: Bungarampai Anti Pencucian Uang, Books Terace and Library, Bandung, 2007, hal. 187-229.
2. PBI No.3/10/PBI/2001tentang Penerapan prinsip mengenal nasabah, jo PBI No.3/23/PBI/2001 tentang Perubahan PBI No.3/10/PBI/2001, jo PBI No.5/21/PBI/2003 tentang perubahan kedua PBI No.3/10/PBI/2001 jo PBI No.5/23/PBI/2003 tentang Penerapan PRinsip Mengenal Nasabah bagi DPR jo Keputusan MENKEU No.45/KMK.06/2003 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi lembaga keuangan non bank jo Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-02/PM/2003 tentang Prinsip mengenal nasabah bagi pasar modal jo pasal 18 s/d 33 uu no.8 tahun 2010 tentang penerapan prinsip menganali pengguna jasa.
	Menjelaskan tentang filosofi penerapan prinsip mengenali nasabah dan pengguna jasa, serta menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur prinsip-prinsip mengenali nasabah dan mengenali pengguna jasa.

	9

	Mahasiswa mampu mengetahui tentang faktor penyebab dan pendorong terjadinya kegiatan pencucian uang disuatu negara.
	Pengantar: topik perkuliahan, sumber bacaan, penilaian dan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya kegiatan pencucian uang.
	1. Metode kontekstual instruction.
2. Media: kelas, komputer, LCD, White Board
	1. Romli Atmasasmita: Hukum Kejahatan Bisnis, Teori dan Praktek di Era Globalisasi, Prenada Media Group, hal. 211-215.
2. Yunus Husein: Bungarampai Anti Pencucian Uang, Books Terace and Library, Bandung, 2007, hal.78-86, 160-169.
	Menjelaskan faktor-faktor dan kendala yang mempengaruhi kegiatan praktek money laundering

	10


	Mahasiswa mampu menganalisis aspek teori dan implementasi terkait dengan karakteristik dalam undang-undang no.8 tahun 2010.
	Pengantar: topik perkuliahan, sumber bacaan, penilaian dan analisis terhadap undang-undang no.8 tahun 2010 dari perspektif teori maupun implementasinya.
	1. Metode kontekstual instruction.
2. Media: kelas, komputer, LCD, White Board
	1. Romli Atmasasmita: Hukum Kejahatan Bisnis, Teori dan Praktek di Era Globalisasi, Prenada Media Group, hal. 216-231.
2. Pasal 3, 4, 5, 7, 8, 12-16, 26, 29, 77 dan 78 UU No.8 tahun 2010.
3. Yanti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017. Hal, 61-77
	Menjelaskan tentang kajian teoritis dan implementasi terhadap karakteristik pada undang-undang no.8 tahun 2010.

	11


	Mahasiswa mampu menganalisis aspek teori dan implementasi terkait dengan karakteristik dalam undang-undang no.8 tahun 2010.
	Pengantar: topik perkuliahan, sumber bacaan, penilaian dan analisis terhadap undang-undang no.8 tahun 2010 dari perspektif teori maupun implementasinya
	1. Metode kontekstual instruction.
2. Media: kelas, komputer, LCD, White Board
	1. Romli Atmasasmita: Hukum Kejahatan Bisnis, Teori dan Praktek di Era Globalisasi, Prenada Media Group, hal. 216-231.
2. Pasal 3, 4, 5, 7, 8, 12-16, 26, 29, 77 dan 78 UU No.8 tahun 2010.
3. Yanti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017. Hal, 61-77
	Menjelaskan tentang kajian teoritis dan implementasi terhadap karakteristik pada undang-undang no.8 tahun 2010.

	12

	Mahasiswa mampu mengetahui tentang hukum acara dalam penegakan tindak pidana pencucian uang.
	Pengantar: topik perkuliahan, sumber bacaan, penilaian dan beberapa prinsip dalam hukum acara pada penegakan tindak pidana pencucian uang
	1. Metode kontekstual instruction.
2. Media: kelas, komputer, LCD, White Board
	1. Romli Atmasasmita: Hukum Kejahatan Bisnis, Teori dan Praktek di Era Globalisasi, Prenada Media Group, hal.216-231.
2. Yanti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017. Hal, 87-101
3. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal.167-170
4. Max Kaufman, Adam Leuis, Gruse Muller “Money Laundering, am. Crim. L. Rev, vol.34, hal.793
5. Thomas M. Biagio, Money Laundering and Trafficking: a question of undestanding the element of the crime and the use of circumstacial evidence, Univ of Richmod Law. Rev, vol. 28:255 (1994), hal 256
6. PPATK, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan UU No.8 tahun 2010, hal 1-25.
7. Yunus Husein: Bungarampai Anti Pencucian Uang, Books Terace and Library, Bandung, 2007, hal.277-315
	Menjelaskan hukum acara penegakan tindak pidana pencucian uang.

	13

	Mahasiswa mampu mengetahui dan mengerti tentang hukum pembuktian tentang perkara tindak pidana pencucian uang
	Pengantar: topik perkuliahan, sumber bacaan, penilaian dan 
	1. Metode kontekstual instruction.
2. Media: kelas, komputer, LCD, White Board
	1. Romli Atmasasmita: Hukum Kejahatan Bisnis, Teori dan Praktek di Era Globalisasi, Prenada Media Group, hal.216-231.
2. Yanti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017. Hal, 77-86, 219-230
3. Jan Remeling, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia, Gramedia, 2003, hal 165
4. Guy Stevens, Money Laundering: New International Law Envorcement Model, Cambridge University Press, 2000, hall. 114
5. Bryan Garner, Black’s Law Dictionary, Second Poked Edition, 1966, hal 253; 551; 678
6. R. Subekti, Hukum Pembuktian, hal 11-49
7. SR. Sianturi : Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, cetakan IV, (Jakarta: Alumni Ahaem Peteheam), 1996, hal.245.
8. Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, hal. 125
	Menjelaskan prinsip-prinsip atau asas-asas pembuktian hukum pidana dan hukum ppidana pencucian uang.

	14

	Mahasiswa mampu mengetahui dan mengerti tentang Hukum pembuktian terbalik dalam TPPU
	Pengantar: topik perkuliahan, sumber bacaan, penilaian dan prinsip-prinsip pembuktian terbalik
	1. Metode kontekstual instruction.
2. Media: kelas, komputer, LCD, White Board
	1. Romli Atmasasmita: Hukum Kejahatan Bisnis, Teori dan Praktek di Era Globalisasi, Prenada Media Group, hal.226-231.
2. Yanti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017. Hal, 77-86, 219-230.
3. Thomas M. Biagio, Money Laundering and Trafficking: a question of undestanding the element of the crime and the use of circumstacial evidence, Univ of Richmod Law. Rev, vol. 28:255 (1994), hal 256
	Menjelaskan tentang teori dan prinsip-prinsip serta implementasi pembuktian terbalik dalam undang-undang TPPU

	

	EVALUASI PEMBELAJARAN

	

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT
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	KOMPONEN PENILAIAN


	
	
	
	

	
	1. Kehadiran
	:
	10 %

	
	2. Tugas
	:
	20 %

	
	3. Ujian Tengah Semester (UTS)
	:
	30 %

	
	4. Ujian Akhir Semester (UAS)
	:
	40 %
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